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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI
_ NOMOR : D008 V/SD/OT2025
W ey TENTANG - .
bk IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
*SEKOLAH DASAR NEGERI NO, 147 LANGORI"
DESA BULU TELLUE, KECAMATAN BULUPODDO KABUPATEN SINJAI

e

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

Menimbang . @ bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum demi kelancaran dan tertbrya
pelaksanaan  pembelajaran  porfu  dierbitkan  lzin  Operasonal  Pandran  dan
Penyelenggaraan Tingkal Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,

b  Berdasarkan Sural Keputusan Kepala Badan Peneliian dan Pengembangan Departamen
Pendidikan Nasional Repubtk Indonesia Nomor : 3574/GA/KL/2009 tanggal 22 Okicber
2009 tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional Dinas Pendidikan Kabupalen Swjat Nemor
40304748 langgal 07 November 2009 yang diberikan Kepada Sekolah Dasar Negeri No. 147
KAB. SINJAI Langori, Bulu Tellus Bulupeddo;

¢. bahwa berdasarkan Peraturan Bupatl Sinjsi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Mcmor
Urut/Nomenkialur Tingkal Saluan Pendidikan Sekolah Dasar, maka Satuan Pendidikan -
berubah Nomenkiatur menjadi SEKOLAH DASAR NEGERI NO, 147 LANGORI.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, dipancarg
peru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Salu Pinlu Kabupalen Sinjal lentang lzin Operasional Pendinan Sekclah
‘SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 147 LANGORI' , Desa Bulu Tefue, Kecamatan
Bulupoddao;

Mengingal : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1859 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawes:
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lenlang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesla Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publfik (Lembaran
Negara Republfik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tembahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesla Nomor 4846);

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenlang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesla Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor b587) sebagaimana lalah beberapa kall diubah lerakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 lenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomeor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679)

7.  Undang-Undang Nomor 30 Tohun 2014 tenlang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesla Tahun 2014 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 5601);

8. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tantang Perindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2087, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Peratunn Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 lentang Perubahan Atas Pematuran
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tenlang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Bshtbas doto o b 2w ma=s [N ST NS -,

E Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Nomor : aooa
 60081/5D/07A/2025
> - Hatoman 3 (7)

Peraturnn Pem
erl
Pemerintah Hmnhh Nomor 13 Tatun

Republix Indoney 19 Tahun 2005 gy

2015 lentap
9 Perubaha
a Tahun 2010 [3 n Kedua Atas Peraturan

la
Nm’:ﬂ ﬁ;da{_ Nasional Pendidikan (Lembaran Megara
" ﬂnilahaﬂ Lﬂl'l'lhan;n Nﬂgﬂl’ﬂ. RQPUUIK

Menleri D,
Pﬂ }'&nan II'HT'I HEM "‘ﬂmﬂ 1
38 Tahun 2017 lentan lenggaman
. ﬂ P
an Negara Repubiik Indom;?:?rahm 2017

13, :
$:1.r:nm Menteri Dalam
W Peraturan M:;lm D Loan Petlzinan Teradu di Derah;
Hukum Daerah (Berity m Negorl Nomor 80 Tahun 2015 fantang Pembantukan Produk
15, Peraturan Dagral pok 0™ Republk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
Daerah Kabupalen ;:;: ;':hTahm 2014 tentang Penyclenggaraan Pendidikan (Lembaran
i un 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen

Dam“m"" Dﬂml:"Nm 5 Tahun 2016 lentang Pembentukan dan Susunan Perangkal
Tambahan Lhupa Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5,
17. Pe embaran Daerah Kabupaten Sinjai  Nomor 83);
faluran Bupati Sinjal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan
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eraluran Bupali Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 lentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjal Tahun 2018 Nomor 23);

Peraturan Bupali Sinjal Nomor 5 Tahu 2018 tentang Nomor Unst/Nomenkdatur Tingkat

Saluan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun

2018 Nomor 5);

20. Peraturan Bupati Sinjai Nomar 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sinjal Nomor 56 Tahun 2017 tentang Organisasl dan Tata Kera Unit Pelaksana Teknis
Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan (Benta
Daerah Kabupalen Sinjal Tahun 2018 Nomor 10);

16,

19,

Memperhatkan : 1. Pemmohonan Kepala Sekolah "SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 147 LANGORI® Nomaor
: 421.2/04,062/SD 14772024, Tanggal 23 November 2024 perihal Permohonan Penerbitan
kzin Operaslonal Sekolah;

2.  Rekomendasl Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjal, Nomor : TT/547/DISDIK, Tanggal
24 Januari 2025, Perihal Rekomendasl untuk Penerbitan Kemball lzin Operasional

Penyelenggaraan;
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesaty : Memberikan |zin Operasional Penyealenggaraan Sekolah Dasar, Kepada !
Nama lembaga : SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 147 LANGORI
Alamat Lembaga  : Jl.Langori, Desa Bulu Tellue,

Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjal,

Kedua : Lzin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU, berlaku selama Sekolah Dasar tersebul akiif menjalankan keglatan sebagal lembaga
pendidikan;

: Keputusan Kepala Dinas Inl dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya,
Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 31 Januari 2025
a.n, BUPATI SINJAL
LUKMAN DAHLAN, S.IB, M.S|
Pangkal : Pembina Utama Muda / V¢
NIP ; 197011301990031002
Jembusan ;
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PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
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Sinjai,02 Mei 2014

SURAT KETERANGAN
Nomor : 421.1/13%§/DPPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Sinjai menerangkan bahwa :

NamaSekolah : SDN No. 147 Langori
NSS : 101191207014

NPSN : 40304749

Alamat Sekolah : Langori Kec. Bulupoddo
Tahun Pendirian : 1982

Betul bahwa sekolah yang tersebut diatas telah melaksanakan proses belajar
mengajar mulai Tahun berdirinya 1982 sampai Sekarang.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana

-

mestinya.
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